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A. [bookmark: _Toc216290913]Latar Belakang Masalah
       	Sistem ekonomi Islam memperkenalkan setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan, transparansi, dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting dalam ekonomi adalah distribusi barang, yang harus dilakukan dengan memperhatikan akad-akad syariah yang sesuai, seperti akad jual beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah), atau kerjasama bagi hasil (musyarakah). Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan) dalam transaksi.
	Gas LPG adalah gas yang dikemas dalam wujud cair, memiliki tingkat panas tinggi, serta api yang mudah diatur besar kecilnya. Keunggulan lain gas LPG ialah sebagai bahan bakar bersih, artinya tidak mengotori peralatan masak maupun dinding dapur, juga tidak menimbulkan bau pada masakan. Diperkirakan saat ini hampir seluruh masyarakat memanfaatkannya untuk kebutuhan memasak sehari-hari dengan menggunakan gas LPG.


3

        	Distribusi gas LPG, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, menjadi sektor yang sangat strategis. Di Indosnesia, termasuk di Kelurahan Sombalabella, gas LPG banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga maupun usaha kecil. Proses distribusi LPG dari produsen hingga konsumen melibatkan berbagai pihak, eperti agen, distributor, hingga pengecer. Mengingat pentingnya produk ini, sangat diperlukan adanya mekanisme transaksi 
1


yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga setiap tahapan distribusi dapat berjalan secara adil dan sesuai denga tuntutan agama.
      	Namun, dalam kenyataannya, implementasi akad syariah pada distribusi gas LPG sering kali belum optimal. Banyak pihak dalam rantai distribusi yang mungkin tidak memahami atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip syariah, sehingga dikhawatirkan terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti penatapan harga yang tidak transparan, ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, atau potensi penimbunan barang yang dapat merugikan konsumen. Hal ini bisa berdampak pada pelanggaran etika bisnis syariah dan berujung pada ketidakadilan dalam distribusi gas LPG di masyarakat.
      	Kelurahan Sombalabella sebagai salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Takalar, memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap gas LPG, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri kecil. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip akad syariah diimplementasikan dalam distribusi gas LPG di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam bagaiamana akad-akad syariah diterapkan dalam transaksi distribusi LPG di Kelurahan Sombalabella, mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi, serta memberikan solusi untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam distribusi. Distribusi gas LPG seabagai salah satu komoditas vital di Indonesia memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, baik untuk rumah tangga maupun industri kecil. Di wilayah Kelurahan Sombalabella, gas LPG menjadi kebutuhan pokok  yang sangat bergantung pada kelancaran rantai distribusi yang melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari agen hingga pengecer. Namun, distribusi LPG sering kali menghadapi sejumlah tantangan seperti ketidakstabilan harga, kelangkaan pasokan, hingga adanya praktik penimbun yang dapat merugikan konsumen.
      	Berdasarkan konteks syariah, transaksi yang melibatkan barang vital seperti gas LPG harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Implementasi akad-akad syariah seperti murabahah (jual-beli) dengan margin keuntungan), ijarah (sewa-menyewa), dan musyarakah (kerjasama bagi hasil) diharapkan dapat mencegah adanya distori harga dan memastikan distribusi barang yang adil dan serta merata.
      	Namun, dalam realistisnya, implementasi akad syariah di lapangan belum sepenuhnya optimal. Para pelaku usaha distribusi sering kali belum memahami secara mendalam tentang penerapan akad tersebut. Hal ini menyebabkan potensi pelanggaran prinsip syariah, seperti penetapan harga yang tidak transparan, dominasi pasar oleh pihak tertentu, serta ketidakseimbangan informasi anatara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya dapat merugikan ketidakadilan dalam distribusi gas LPG. Di Kabupaten Takalar, tantangan ini semakin kompleks dengan  adanya distribusi LPG ke berbagai pelosok wilayah. kondisi tersebut sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan di tingkat pengecer, yang dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penimbunan dan fluktuasi harga yang tidak wajar.
2
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      	Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana prinsip akad murabahah diterapkan dalam distribusi gas LPG di Kelurahan Sombalabella, serta untuk menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi. Dengan menganalisis penerapan pasar syariah, diharapkan distribusi gas LPG dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga dapat memeberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.
      	Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahan terhadap pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya implementasi konsep akad murabahah dalam distribusi barang, serta memastikan bahwa disitribusi gas LPG di Kelurahan Sombalabella dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam.
B. [bookmark: _Toc216290914]Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
a. Konsep akad murabahah pada proses distribusi gas LPG di Kelurahan Sombalabella
b. Distribusi gas LPG di Kelurahan Sombalabella
2. Deskripsi Fokus
a. Akad murabahah adalah seluruh kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 
b. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi, selain produksi dan konsumsi.

C. [bookmark: _Toc216290915]Rumusan Masalah
      	Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dapat dikaji dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem implementasi akad murabahah dalam distribusi gas LPG di kelurahan Sombalabella?
2. Bagaimana dampak penerapan akad murabahah dalam distribusi gas LPG pada kepuasan konsumen di kelurahan Sombalabella?
D. [bookmark: _Toc216290916]Kajian Pustaka
1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman (2020) berjudul “Implementasi Akad Syari'ah dalam Distrbusi Gas LPG Bersubsidi di Kab. Takalar”. Penelitian ini menyoroti adanya beberapa kendala seperti monopoli pasar oleh pihak tertentu dan ketidakjelasan harga di tingkat pengecer. Hal ini menyebabkan harga LPG tidak stabil dan sering kali merugikan konsumen. Penelitian ini menekankan perlunya transparansi dalam  Setiap tahap distribusi untuk menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi.[footnoteRef:2] [2: Rahman F, Distribusi LPG di Sulawesi Selatan: Kajian dari Perspektif Hukum positif,  Jurnal Kebijakan Publik, vol. 5, no. 1, (2020), h. 90-101] 

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana (2019) berjudul “Peran Pemerintah dalam Distribusi LPG di Indonesia Prespektif Ekonomi dan Syariah”. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan regulator dalam mengawasi distribusi gas LPG agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan konsumen. Penelitian ini menegakkan bahwa dalam konteks syariah, regulasi yang tegas dapat membantu mencegah praktik-praktik yang dilarang, seperti monopoli dan penimbunan. serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.[footnoteRef:3] [3: Maulana R, Peran Pemerintah dalam Distribusi LPG di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Syariah, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 8, no. 4 (2019), h. 54-66.] 

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yusuf (2015) yang berjudul “Penerapan Akad Syariah dalam Distribusi Barang Prespektif Hukum Syariah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa akad syariah dalam distribusi barang memastikan adanya kedilan dalam pembagian keuntungan, transparansi harga, serta menghindari ketidakadilan dalam distribusi, seperti penimbun barang atau monopoli.[footnoteRef:4] [4: Yusuf, Penerapan Akad Syariah dalam Distribusi Barang: Perspektif Hukum Syariah, Jurnal Hukum Islam, 12, no.12 (2015), h. 45-58.] 

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji tentang distribusi gas LPG, tetapi yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah  mengenai bentuk pengkajin dan tempat atau lokasi penelitian. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian penulis, yang mengkaji distribusi gas LPG dari sudut pandang hukum ekonomi syari’ah. Sementara penelitian yang ketiga diatas mengkaji distribusi gas LPG terkait dengan akad syari’ah. 
E. [bookmark: _Toc216290917]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan peneliti dan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu:
a. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah dalam proses distribusi gas LPG di Kelurahan Sombalabella
b. Untuk mengetahui dampak penerapan akad murabahah terhadap kelancaran distribusi gas LPG dan kepuasan konsumen di Kelurahan Sombalabella
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretis
1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad syariah dalam sektor distribusi barang.
2. Referensi Akademik: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi akad syariah dalam distribusi barang atau jasa di wilayah lain.
3. Pendidikan Syariah: Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi yang mempelajari ekonommi syariah dan distribusi dalam perspektif Islam.
b. Kegunaan Praktis
1. Panduan Bagi Pelaku Usaha: Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam bagi para pelaku distribusi gas LPG pentingnya menerapkan akad syariah dalam transaksi, sehingga mereka menjalankan bisnis dengan adil dan transparan.
2. Masukan bagi Regulator: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip syariah dalam distribusi gas LPG.
3. Manfaat Bagi Masyarakat: Dengan penerapan pasar syariah yang baik dalam distribusi LPG, diharapkan akan tercipta keadilan harga, ketersediaan barang, dan kepuasan konsumen, sehingga masyakarakat merasakan manfaat dari sistem distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah.
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[bookmark: _Toc216290918]BAB II
[bookmark: _Toc216290919]TINJAUAN TEORETIS

A. [bookmark: _Toc216290920]Akad Syariah
       	Akad syari’ah secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab العقد (al-‘aqd), yang berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan yang mengikat. Dalam terminologi fikih Islam, akad adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[footnoteRef:5] Akad Syari’ah juga diartikan sebagai perikatan yang lahir dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai kehendak syara’ yang menetapkan akibat hukum pada objeknya.[footnoteRef:6] [5:         Sari, Nila & Wahyuni, Sri. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Fintech: Studi terhadap akad Syariah pada Produk Digital.”Jurnal Ekonomi Syariah, 2020. 12 (2), 88–97.]  [6:          Antonio, M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.] 

     	Perspektif akademik, akad syariah dipahami sebagai sebuah perjanjian yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus pedoman pelaksanaan transaksi bisnis dan keuangan syariah. Kehadiran akad tersebut menjadikan transaksi memiliki legalitas dan kepastian hukum menurut ketentuan syariat.[footnoteRef:7] Akad syariah memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian konvensional. Pertama, akad ini harus dilandasi oleh kerelaan penuh dari semua pihak yang terlibat, yang dalam istilah fikih disebut dengan ridha, sehingga tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Kedua, objek yang menjadi pokok akad wajib sesuatu yang halal secara syariat dan membawa manfaat yang jelas bagi para pihak. Selain itu, akad syariah juga harus terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), maysir (perjudian), dan riba (tambahan yang bersifat eksploitatif). Ketiga, setiap akad wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik terkait dengan pihak-pihak yang berakad, objek akad, maupun bentuk ijab dan qabul yang menjadi inti dari lahirnya kesepakatan tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad syariah dapat berfungsi sebagai instrumen muamalah yang sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[footnoteRef:8] [7:          Ishak, M. “Konsep dan Implementasi Akad Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.” Al-
Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 6, no. 1 (2018): h.16.]  [8:  Murniati, S. “Akad dalam Ekonomi Syariah.” Jurnal Hukum Islam, Vol.13 No.(2). 2015. h.3] 

        	Akad syariah tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah kontrak atau perjanjian formal belaka, melainkan merupakan bentuk perikatan yang memiliki makna lebih luas karena memuat dimensi hukum, moral, dan spiritual sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad bukan hanya prosedur administratif, melainkan menjadi sebab hukum yang sah untuk memindahkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga keberadaan akad menjadi fondasi utama yang menentukan keabsahan transaksi tersebut menurut ketentuan syariat.[footnoteRef:9]  [9:  Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77.] 

        	Di samping itu, akad syariah memiliki fungsi penting yang mencakup berbagai aspek: sebagai instrumen yang mengikat para pihak untuk berpegang pada komitmen yang telah disepakati, sebagai dasar kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban, serta sebagai pedoman sahnya perpindahan hak milik atau pemanfaatan barang dan jasa.[footnoteRef:10] [10:  Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 201.] 

     	Melalui fungsi-fungsi tersebut, akad syariah sekaligus memastikan bahwa semua bentuk transaksi dapat terlaksana sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi syariah, kedudukan akad memiliki peranan sangat penting. Ia bukan hanya sebagai landasan hukum formal, tetapi juga menjadi pilar utama bagi terciptanya ekosistem bisnis dan keuangan syariah yang adil, transparan, dan jauh dari praktik-praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maysir.[footnoteRef:11]  [11:              M. Ishak, “Konsep dan Implementasi Akad Syariah di Lembaga Keuangan Syariah,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 6, no. 1 (2018): h.16.] 

     	Keberadaan akad bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi utama yang mengatur hubungan antara para pihak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu indikator penting dalam akad syariah adalah:
1. Ada Kesepakatan Untung dan Rugi
      	Tidak hanya menyepakati pembagian keuntungan, akad usaha juga mencakup kesepakatan terkait kerugian. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat memahami besarnya kerugian yang menjadi tanggung jawab mereka jika usaha mengalami kegagalan.
2. Sesuai dengan Syariat Islam
      	Kegiatan usaha mengandung risiko tinggi karena banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Islam menetapkan mekanisme syariah guna menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (unsur perjudian) melalui kejelasan alur dana dan pembagian laba-rugi dalam akad.[footnoteRef:12]    [12: BRI Brights, Pasar modal syariah, Perusahaan, Belajar Investasi (blog), https://www.brights.id/id/edukasi/belajar/pasar-modal-syariah, (Diakses tanggal 4 Januari 2025)] 

        	Akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Karakteristik utama akad syariah antara lain adanya kesepakatan yang adil mengenai pembagian keuntungan dan potensi kerugian, kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Unsur-unsur inilah yang membentuk fondasi bagi sistem ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Model akad syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keberkahan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas muamalah, sehingga menciptakan harmoni antara kepentingan duniawi dan nilai spiritual.        
Sejalan dengan perkembangan literatur kontemporer, usaha dengan memerhatikan akad syariah dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil. Akad syariah mampu berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diyakini dapat menghindarkan terjadinya kekacauan distribusi yang kerap terjadi dalam sistem pasar konvensional.[footnoteRef:13] [13: 	 Rahayu, S., dan Athoillah, M. Peran Pasar Syariah dalam Efisiensi Alokasi Sumber Daya Ekonomi Islam, Jurnal Iqtisaduna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 11 (2), 2022, 135–147.] 


      	Dari perspektif sosial-ekonomi, berbagai studi kualitatif juga menyatakan bahwa penerapan mekanisme akad syariah dalam distribusi barang kebutuhan pokok seperti LPG 3 kg berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku usaha. Reni Helvira, dkk  menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dijalankan secara adil dan transparan tidak hanya membentuk perilaku konsumsi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat integritas sistem subsidi LPG secara keseluruhan.[footnoteRef:14] [14:  Helvira, R., Sari, R. M., dan Lestari, F. Sistem Distribusi LPG dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 8 (1), 2023, 45–60.] 

       	Lebih lanjut, dari aspek struktural, penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Riau menunjukkan bahwa distribusi LPG berbasis prinsip syariah cenderung mengadopsi model closed-loop supply chain. Model ini dinilai lebih terkontrol dan transparan dibandingkan sistem distribusi terbuka konvensional, karena menutup celah untuk penyimpangan seperti penyelundupan atau penimbunan. Model ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan pasokan dan menjaga kestabilan distribusi, sesuai dengan semangat akad syariah yang menyeimbangkan antara efisiensi, etika, dan keberpihakan sosial.[footnoteRef:15] [15:  Hasan, H. Closed-Loop Supply Chain Berbasis Syariah dalam Distribusi Gas Subsidi di Wilayah Riau dan Sulawesi Selatan, Jurnal Logistik Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Pamulang, 5 (2), 2023, h. 98–110.] 

B. [bookmark: _Toc179822421]Distribusi LPG dalam Perspektif  Syariah
1. Pengertian Distribusi
Distribusi dalam Bahasa Arab adalah التوزيع (at-tawzī‘) berasal dari akar kata و-ز-ع yang berarti menyebarkan, membagi, atau mendistribusikan.[footnoteRef:16] Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, distribusi berarti proses membagi atau mengirimkan barang-barang kepada banyak orang atau ke berbagai tempat. Distribusi juga merupakan suatu struktur usaha yang mencakup organisasi-organisasi yang saling terhubung, mulai dari tempat produk pertama kali diproduksi hingga penjual terakhir, dengan tujuan memindahkan barang beserta kepemilikannya kepada pemakai akhir, baik konsumen pribadi maupun pelaku usaha.[footnoteRef:17] [16:  Sari, Nuralita, Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam, Jurnal of Islamic Economics and Social IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,1, no. 2, (2023), h.53-62.]  [17: Fadila Ahdan, Analisis Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekan Baru di Tinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Hukum, 2022), h. 16.] 

       	Distribusi dari segi bahasa, berarti proses menyimpan dan menyalurkan produk kepada pelanggan, sering kali melalui perantara. Namun, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi mencakup proses pemasukan dan pengeluaran sumber daya milik negara (dengan prinsip “take and give”). Sementara itu, menurut Rahman dalam perspektif Islam, prinsip utama distribusi adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar perputaran kekayaan semakin luas. Dengan begitu, kekayaan dapat tersebar merata dan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu saja.[footnoteRef:18]  [18: Arif dan Sismar.”Peran Saluran Distribusi Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Yoko Sinar Aneka Sorong Papua Barat Daya, Jurnal Universitas Muslim Indonesia, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 13, no.1, (2024), h. 47-55.] 

        	Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah proses menyalurkan hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen menuju konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pelaksanaan distribusi perlu dilakukan secara efisien dan sesuai sasaran agar produk yang dihasilkan dapat sampai kepada pihak yang membutuhkan.
         	Pentingnya menggunakan metode pendistribusian yang tepat adalah agar barang atau jasa dari produsen dapat tersalurkan dengan baik dan merata kepada konsumen. Hal ini juga berlaku untuk distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi, sebab pendistribusian gas LPG 3 kg adalah amanah pemerintah yang diberikan kepada penyalur untuk disampaikan kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat (2): “Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memakai LPG Tertentu dalam tabung LPG 3 kg dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh menteri.”[footnoteRef:19]   [19: Muhammad Amin suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-2, Jilid 3, h.104.] 

2. Distribusi dalam Perspektif Syariah
            Dalam pandangan Islam, distribusi adalah proses menyalurkan harta yang dimiliki, baik milik individu maupun milik umum (publik), kepada pihak yang berhak menerima demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat. Secara tegas, konsep distribusi ini telah dijelaskan oleh Allah swt dalam dalam QS. Al Hasyr/59:217
مَآاَفَاۤءَاللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِالسَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ
Terjemahnya:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[footnoteRef:20] [20:  Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 916.] 

  Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta fai pada hakikatnya dan kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana diterapkan melalui kebijakan dan keteladanan Rasulullah, kemudian disalurkan pula kepada golongan masyarakat miskin tertentu, termasuk keluarga Nabi sendiri (yakni Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib); anak-anak yatim, kaum miskin, dan ibnu sabil. Pembagian harta fai menjadi lima bagian yang dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural bertujuan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Segala ketetapan yang ditetapkan Rasulullah wajib diikuti oleh umatnya, sedangkan apa yang dilarang Rasulullah wajib dijauhi. Menaati hukum Rasulullah adalah wujud ketakwaan kepada Allah, sementara melanggarnya termasuk perbuatan dosa yang akan mendapat balasan dari Allah. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa kegiatan distribusi diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai syariat dan hukum negara yang berlaku.
  Ayat di atas memberikan penjelasan agar distribusi tepat sasaran kepada yang berhak. Ayat ini juga dapat dijadikan dasar dalam distribusi gas LPG, dimana pendistribusiannya harus tepat sasaran dan tidak tertumpuk pada pihak yang tidak berhak, misalnya kepada oknum tertentu kemudian seenaknya mempermainkan harga, padahal sudah ada ketentuan dari pemerintah. 
	Distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya membahas bagaimana barang atau jasa berpindah dari produsen ke konsumen, tetapi juga menekankan pentingnya proses tersebut dijalankan dengan mengedepankan keadilan, transparansi, serta tanpa unsur eksploitasi. Distribusi menurut syariah harus menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, baik terkait harga, mutu barang, maupun hak-hak konsumen.[footnoteRef:21] Supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, diperlukan pendistribusian yang tepat. Terlebih lagi untuk gas LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Dalam kamus Bahasa Indonesia, distribusi berarti pembagian atau pengiriman barang kepada banyak orang atau ke berbagai tempat.[footnoteRef:22] [21: Sholeh, M, “Prinsip Keadilan dalam Distribusi Barang dalam Perspektif Sayriah”. Jurnal Ekonomi Islam, 9, no.3, (2017), h. 123-134.]  [22: Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya, dan Efendi, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 158.] 

Distribusi dapat diwujudkan melalui sistem yang jelas terkait harga dan mekanisme pembagian risiko. Distribusi gas LPG, yang merupakan komoditas penting, harus mematuhi prinsip ini untuk menghindari penyimpangan seperti penimbunan barang oleh distributor untuk memperoleh keuntungan berlebih.[footnoteRef:23] [23: Nasution, M. N. “Prinsip Syariah dalam Distribusi Barang dan Jasa”. Jurnal Ekonomi Syariah, 14, no.1, (2018), h. 67-80.] 

Posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri manjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan. Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak, baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan. Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan secara swadaya melalui pelem bagaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, seperti zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya.[footnoteRef:24] [24: Subakdo dan Nugroho.”Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Indonesia”, Jurnal Politeknik ATI Makassar, 1,no, 8, (2016), h. 1-10. ] 

Lebih lanjut Shartono mengemukakan bahwa distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya mencakup bagaimana barang bergerak dari produsen ke konsumen, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan etika dalam setiap tahap dsitribusi. Beberapa konsep penting dalam distribusi menurut perspektif syariah antara lain:
a. Keadilan: Dalam dsitribusi, barang harus tersedia secara merata dan adil untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Harga barang harus sesuai dengan prinsip keadilan tanpa ada eksploitasi terhadap konsumen.
b. Transparansi: Semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait harga, kuallitas, dan syarat-syarat barang yang dijual. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau informasi yang dapat merugikan konsumen. 
c. Larangan Penimbunan (Ikhtiar): Syariah melarang praktik penimbunan barang (ikhtiar) untuk meningkatkan harga secara tidak adil. Penimbunan dianggap sebagai eksploitasi dan penghalang distribusi yang sehat.
d. Harga yang Stabil dan Adil: Harga barang, terutama komoditas penting seperti LPG, harus diterapkan secara adil, menghindari manipulasi atau lonjakan harga yang meruugikan konsumen. Dalam syariah, penetapan harga harus dilakukan berdasarkan pasar yang sehat dan persaingan yang adil.
e. Kualitas Barang yang Sesuai: Konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan kualitas secara diam-diam.[footnoteRef:25]  [25: Shartono, Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam, Jurnal IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Vo.1, no.2, (2011), h. 57-67.] 

Jadi secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempelancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).
3. Bentuk-bentuk Distribusi yang Dilarang oleh Islam
a. Penimbunan
Islam melarang adanya penimbunan atau tindakan yang menghalangi distribusi barang hingga ke konsumen. Menimbun berarti membeli barang dalam jumlah besar lalu menyimpannya dengan tujuan menjual kembali dengan harga mahal. Larangan ini dimaksudkan agar peredaran harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja.
Penimbunan yang dilarang dalam Islam ialah menahan barang-barang kebutuhan pokok manusia dan tidak segera menjualnya, sambil menunggu harga di pasaran naik. Ketika kebutuhan pokok itu ditahan, barang menjadi langka di pasaran, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah kondisi mencapai tahap tersebut, para penimbun dan tengkulak akan melepas barang dengan harga mahal. Akibatnya, rakyat harus menanggung beban yang lebih berat. Karena itu, Islam mengharamkan tindakan semacam ini, dan bentuk perdagangan seperti ini tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Para ulama fiqh pun berpendapat penimbunan hukumnya haram apabila:
1) Menimbun barang dalam jumlah yang melampaui kebutuhan.
2) Menahan barang dengan tujuan menunggu harga naik, seperti emas atau perak.
3) Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sedang memerlukan, contohnya bahan bakar minyak dan sebagainya
b. Monopoli
Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk apat masuk ke dalam pasar.[footnoteRef:26] [26: Fadila Ahdan, Analisis Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekan Baru di Tinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Hukum, 2022), h. 40.] 

Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya.
 c. Zalim
Dalam bahasa Indonesia, zalim diartikan sebagai bengis, kejam, tidak memiliki rasa belas kasihan, serta bersikap tidak adil.[footnoteRef:27] Hal ini terdapat dalam QS. Hud/11:113 [27: Adiwarman A: karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi, (Cet.1:Jakarta Rajawali Pers, 2015), h.79-80] 

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ


Terjemahnya:
Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.[footnoteRef:28] [28: Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 344.] 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, kezaliman dalam distribusi dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi pilar utama ajaran Islam. Zalim, yang dalam bahasa Indonesia berarti bengis, tidak adil, dan kejam, mencerminkan tindakan yang melanggar hak orang lain dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ayat tersebut memperingatkan agar tidak cenderung atau mendukung orang-orang yang zalim, karena kecenderungan sekecil apa pun terhadap kezaliman akan berakibat pada hukuman neraka dan tidak adanya pertolongan dari Allah. Dalam konteks distribusi, ini berarti tidak boleh mendukung sistem atau praktik yang menyebabkan ketimpangan, merugikan pihak lemah, atau memanipulasi hak-hak orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
C. [bookmark: _Toc179822423][bookmark: _Toc216290921]Penerapan Akad Syariah pada Distribusi LPG
Siregar mengkaji tentang penerapan akad syariah dalam distribusi produk pangan di Indonesia dan menemukan bahwa kendala terbesar dalam penerapan akad syariah adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan akad jual beli (murabahah) dalam distribusi barang sering kali disalah artikan, dimana pelaku usaha tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam menetapkan harga sehingga terjadi asimetri informasi antar penjual dan pembeli.[footnoteRef:29] Dalam konteks distribusi gas LPG, studi ini relevan untuk melihat bagaimana praktik tersebut dapat di adaptasikan agar sesuai dengan konteks distribusi gas yang lebih spesifik. [29: Siregar T, “Implementasi Akad syariah dalam Distribusi Produk Pangan: Studi Kasus di Pasar Tradisional Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, 10, no.2, (2021), h. 120-132.] 

Keadilan mencakup pemberian hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat, baik itu produsen, distributor, maupun konsumen. Aspek keadilan dalam meliputi:
1. Keadilan dalam harga: Harga barang harus ditetapkan secara adil dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau ekspoloitasi.
2. Keadilan dalam kualias barang: Konsumen berhak baranag sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.
3. Keadilan dalam informasi: Tidak boleh ada informasi yang diinformasikan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Keadilan dalam kegiatan ekonomi sangat penting karena menjamin terpenuhinya hak semua pihak, baik produsen, distributor, maupun konsumen, melalui prinsip transparansi, kejujuran, dan perlakuan yang adil. Keadilan ini tercermin dalam penetapan harga yang wajar, kualitas produk yang sesuai dengan janji, serta penyampaian informasi yang jujur dan lengkap. Dengan adanya keadilan tersebut, hubungan ekonomi dapat berjalan secara sehat, saling menguntungkan, dan terhindar dari praktik penipuan maupun eksploitasi.
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[bookmark: _Toc216290922]BAB III
[bookmark: _Toc216290923]METODOLOGI PENELITIAN


A. [bookmark: _Toc216290924]Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam implementasi akad syariah dalam pendistribusian gas LPG, dengan menekankan pada pemahaman terhadap perspektif para pelaku yang terlibat langsung di dalamnya. Fokus penelitian diarahkan pada proses, makna, serta dinamika distribusi LPG di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang menjadi bagian dari praktik distribusi berbasis prinsip syariah.
B. [bookmark: _Toc216290925]Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam serta menyeluruh, khususnya berkaitan dengan implementasi pasar syariah dalam proses pendistribusian gas LPG di Kelurahan Sombalabella, Kabupaten Takalar.
Pendekatan kualitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial bersifat kompleks dan tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau statistik semata. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses penggalian data melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan, agar dapat memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam sistem distribusi LPG berbasis syariah.
Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai karakteristik, ciri-ciri, serta model praktik distribusi LPG yang berlangsung dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman utuh tentang bagaimana nilai-nilai pasar syariah diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang diteliti.
Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap dinamika sosial dan proses interaksi antar pelaku pasar, seperti agen distribusi, konsumen, dan tokoh masyarakat, dalam konteks ekonomi lokal yang sarat nilai-nilai keagamaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menemukan tema-tema bermakna yang relevan dengan fokus penelitian.
C. [bookmark: _Toc216290926]Sumber Data
Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan data.[footnoteRef:30] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  [30: Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media, (2015), h. 67.] 

1. Data Primer	
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni dari para responden atau subjek yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.[footnoteRef:31] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui: Wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap pelaku distribusi gas LPG, serta konsumen di Kelurahan Sombalabella yang terlibat dalam sistem distribusi berbasis syariah. Observasi partisipatif, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi sosial, pola distribusi, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. [31: Ahmad Tohardi, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus, (Tanjungpura: University Press, 2019), h. 702.] 

2. Data Sekunder
	Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang tidak secara langsung berkaitan dengan subjek lapangan, namun memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen resmi seperti peraturan mengenai distribusi LPG, kebijakan pasar syariah, serta data statistik dari instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas konsep akad syariah maupun sistem distribusi energi. Tidak kalah penting, arsip dan catatan lokal yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan historis masyarakat di Kelurahan Sombalabella juga digunakan untuk memperkuat analisis. Keberadaan data sekunder ini berfungsi untuk mendukung, memperkaya, dan memvalidasi hasil temuan dari data primer, sehingga keseluruhan hasil penelitian menjadi lebih utuh, kontekstual, dan objektif.
D. [bookmark: _Toc216290927]Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, menggunakan beberapa teknik, yaitu:
1. Observasi
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, data observasi dapar berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.
2. Wawancara
Wawancara (interview) adalah percakapan dengan tujuan penyelidikan atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk dijawab dengan beberapa pertanyaan yang terstruktur. Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dengan cara tanya jawab. 
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti dan mudah diakses. 
E. [bookmark: _Toc216290928]Instrument Penelitian
Instrumen utama yang diganakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.
1. Pedoman observasi
Pedoman observasi adalah daftar panduan atau aspek-aspek yang akan diamati oleh peneliti pada saat berada di lapangan. Dalam observasi, peneliti mencatat berbagai fenomena atau perilaku yang relevan dengan topik penelitian tanpa harus mengganggu situasi alami subjek. Pedoman ini biasanya berisi hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya kondisi lingkungan, interaksi antarindividu, aktivitas tertentu, atau suasana yang dapat mempengaruhi topik penelitian. 
2. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan atau poin diskusi yang dirancang untuk memandu proses wawancara dengan responden atau informan. Hal ini berguna untuk memastikan wawancara berjalan terstruktur. Pedoman wawancara mencakup pertanyaan utama dan pertanyaan lanjutan terkait topik penelitian, membantu peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam, terutama dalam penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman terhadap perspektif dan pengalaman subjek penelitian.
F. [bookmark: _Toc216290929]Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pada metode analisis data ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendiskriptifkan tentang “Implementasi Akad Murabahah dalam Pendistribusian Gas LPG Di Kelurahan Sombalabella”. Langkah analisis yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses redukasi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian.


2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara mengalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.
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